PEMBERLAKUAN WA Ji

B SERTIFIKASI

KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA

(Peraturan Menteri Pariwisata R.| Nomor 19 Tahun 2016,
tanggal 26 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

. Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
- 2012 ‘tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi
! Uéaha di Bidang Pariwisata, perlu menetapkan Per- .
| aturan Menteri Pariwisata tentang Pemberlakuan Wa-

" jib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;

- Mengingat :

ran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

B

baran Negara Republik Indonesai Nomor 4279);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
| téntang Sistem Pelatihan Kerja Nasional {Lemba-
ran Negara Republilg Indonesia Tahun 2006 No-
PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI
DI BIDANG PARIWISATA.
eraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 ten-

tang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha |

mor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4637):

(Lembaran Negara Republik

2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
i masuk tenaga kerja asing, wajib memiliki Sertifikat

Republik Indonesia 5311);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No-

mor 24);

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara |

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik indo-
* nesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lemba-

Undang-Uhdang Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lem-

Indonesia Tahun

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20):

i 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen-
terian Pariwisata (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 545);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Beri- |
ta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor |
1035);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Ta- i
hun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompe-
tensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 257);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Ta- |
hun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); '

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTER] PARIWISATA TENTANG |

Pasal 1
Setiap tenaga kerja di bidang pariwisata yang
bekerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ter-

Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan pe- |
rundang—undangan.

Pasal 2 :
Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 diberikan kepada tenaga kerja yang |
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___ PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) Bidang Pariwisata, standar internasional dan/
atau standar khusus.

Pasal 3
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 4

{1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan
pembinaan dalam pelaksanaan pemberlakuan wa-
jib sertifikasi bidang pariwisata.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa sosialisasi, advokasi atau pelaksa-
naan bimbingan teknis pemberlakuan wajib Serti-
fikasi Kompetensi Bidang Pariwisata.

Pasal 5

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan pemberlakuan
wajib Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata.

(2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pemberlakuan wajib
Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata.

(3) Pengawasan oleh Gubernur, Bupati/Walikota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan me-
lalui evaluasi laporan pelaksanaan pemberlakuan
wajib Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata.

Pasal 6
Sertifikat Kompetensi yang telah dimiliki tena-
ga kerja di bidang pariwisata sebelum berlakunya Per-
aturan Menteri ini, tetap berlaku sampai berakhirnya
masa sertifikat dimaksud.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku padé tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan :
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo- |
nesia. .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, P e
ttd. |
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1621

LAMPIRAN

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) BIDANG PARIWISATA

1. Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tena- |
ga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.238/
MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kom- |
petensi Kerja Sektor Pariwisata Sub Sektor Biro |
Perjalanan Wisata;

2. Sub Sektor Hotel dan Restoran sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tena-
ga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.239/
MEN/X/2004 tentang Penetapan Standar Kompe-
tensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata _'
Sub Sektor Hotel dan Restoran; |

3. Sub Sektor SPA sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigra-
si Nomor: KEP.141/MEN/V/2005 tentang Peneta- |
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10.

pan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Pariwisata Sub Sektor SPA;

Sub Sektor Restoran, BAR dan Jasa Boga Bidang
Industri Jasa Boga sebagaimana ditetapkan den-
gan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi Nomor: KEP.318/MEN/IX/2007 tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional In-
donesia Sektor Penyedia Makanan dan Minuman
Sub Sektor Restoran, BAR dan Jasa Boga Bidang
Industri Jasa Boga;

Bidang Jasa Pramuwisata dan Pemimpin Perjala-
nan Wisata (Tour Leader) sebagaimana ditetap-
kan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor: KEP.55/MEN/III/2009
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Na-
sional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa
Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Wisata
(Tour Leader);

Bidang Kepemanduan Wisata Selam sebagaima-
na ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.56/MEN/
[11/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bi-
dang Kepemanduan Wisata Selam;

Bidang Kepemanduan Wisata sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transrhigrasi Nomor: KEP.57/MEN/
I11/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bi-
dang Kepemanduan Wisata;

Bidang Kepemanduan Ekowisata sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.61/MEN/
[11/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bi-
dang Kepemanduan Ekowisata;

Bidang Arung Jeram sebagaimana ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor: KEP.62/MEN/III/2009 ten-
tang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasi-
onal Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Arung
Jeram;

Bidang Kepemanduan Wisata Agro sebagaima-
na ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tena-

11.

12.

13.

14.

ga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.123/
MEN/V/2011

tentang Penetapan Rancangan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata

Agro Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia;

Bidang Jasa Boga sebagaimana ditetapkan den-

gan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi Nomor: KEP.125/MEN/V/2011 tentang
Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja '

Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Jasa

Boga Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia;

Bidang Kepemanduan Wisata Goa sebagaimana :

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.192/MEN/
VII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pari-
wisata Bidang Kepemanduan Wisata Goa Menjadi
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Bidang Manajerial SPA sebagaimana ditetapkan |

dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan |

Transmigrasi Nomor: 56 Tahun 2014 tentang |

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golon-

gan Pokok Jasa Perorangan Lainnya Kelompok |

Usaha SPA (Sante Par Aqua) Area Kerja Manaje-
rial SPA;
Bidang MICE sebagaimana ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmi- |

grasi Nomor: 348 Tahun 2014 tentang Peneta-

pan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indone-

sia Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, |

Agen .Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

Golongan Pokok Jasa Administrasi Kantor, Jasa
Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha
Lainnya Bidang MICE.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. .
ARIEF YAHYA
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